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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan 

diantaranya: 

1. Alasan pasangan itu tidak melakukan pencatatan perkawinan antara 

janda dan duda di Kelurahan Bungus Barat, adanya perbedaan tujuan 

perkawinan kerena sudah lanjut usia dan dengan alasan tidak akan 

mempunyai keturunan lagi hanya untuk mencari teman hidup dimasa 

tua, dan faktor rendahnya pendidikan yang menjadi salah satu penyebab 

pasangan tidak mengerti dlam hal administrasi, serta faktor ekonomi 

juga menjadi alasan pasangan tersebut tidak mencatatkan 

perkawinannya. 

2. Perilaku masyarakat dalam menanggapi perkawinan dicatat terdapat 

disana penerimaan bagi masyarakat terhadap perilaku pasangan yang 

perkawinannya tidak dicatatkan, bagi sebagian masyarakat yang 

mengutamakan hukum agama dan tradisi, nikah siri dianggap sah dan 

diterima, dan ada sikap penolakan bagi mereka yang memiliki kesadaran 

hukum dan memperjuangkan kesetaraan gender, nikah siri dipandang 

negatif karena dianggap merugikan perempuan dan anak-anak, serta 

tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, serta ada sikap 

ambivalen dalam menanggapi pasangan yang tidak melakukan 

pencatatan perkawinan mereka yang dimana masyarakat ini ada 

penerimaan dan penolakan sesuai dengan situasi yang ada. 

3. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan sangat 

beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat 

pendidikan, latar belakang budaya, agama, dan kondisi sosial, ekonomi. 

Secara umum, kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya 

mencatatkan perkawinan masih perlu ditingkatkan. 
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5.2 Saran  

1. Kepada para janda dan duda adalah: Pertama, para duda dan janda harus 

lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka 

pilih jika tidak mencatatkan perkawinannya. Kedua, kepada para duda 

dan janda yang akan melakukan perkawinan hendaklah mencatatkannya 

agar tidak terdapat masalah dikemudian hari, baik terhadap anak, 

kewarisan ataupun mengenai hak dan kewaphan suami istri. Ketiga, bagi 

para duda dan janda yang telah terlanjur tidak mencatatkan 

perkawinannya agar menyegerakan pengesahan perkawinan menrut 

undang undang agar terpenuhinya hak dan kewajilbab jika terjadi hal 

yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. 

2. Kepada tokoh masyarakat baik perangkat syarak dan tokoh adat 

Kelurahan Bungus Barat agar ikut berpantisipasi mencegah terjadi 

perkawinan yang tidak tercatat yang lebih banyak, karena mempunyai 

resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak dimasa yang akan 

datang. 

3. Bagi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi agar 

ikut berpatisipasi dalam memberitahu dan mencegah agar tidak 

terjadinya perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak. 

4. Kepada instansi yang terkait agar memberikan sosialisasi kepada warga 

masyarakat setempat akan pentingnya pencatatan perkawinan kepada 

semua golongan.
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